BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi pelaksanaan pemungutan PPN melalui Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik pada KPP Badan dan Orang dapat disimpulkan
sudah sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari
pelaksanaan pemungutan PPN PMSE yang sudah sesuai dengan peraturan-
peraturan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Keuangan nomor
48/PMK.03/2020 tanggal 5 mei 2020 tentang Tata Cara Penunjukan
Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah
Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 60/PMK.03/2022
tanggal 30 Maret 2022, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-
12/PJ/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu serta
Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah
Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Selain dua aturan diatas pelaksanaan pemungutan PMSE juga sudah
sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan yang tercantum pada Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak nomor SE-44/PJ/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan atas Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena
Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui
Pemungutan Melalui Sistem Elektronik.

Dari aspek dampak pelaksanaan pemungutan PPN PMSE terhadap
penerimaan pajak pada KPP Badan dan Orang Asing, berdasarkan
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penelitian yang dilakukan pemungutan PPN PMSE memiliki dampak atau
kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan KPP Badan dan Orang
Asing. Hal ini dapat dilihat dari persentase peranan pemungutan PPN PMSE
terhadap penerimaan KPP Badan dan Orang Asing yang terus meningkat
dari 18,88% pada awal diterapkannya peraturan pemungutan PPN PMSE
diberlakukan pada tahun 2020, menjadi 49,45% pada tahun 2021 dan
kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 54,79% dari total
penerimaan KPP Badan dan Orang Asing.

Sedangkan dari aspek Sumber Daya Manusia terkait pembagian
tugas dan peningkatan kemampuan pegawai dalam pelaksanaan
pemungutan PPN PMSE pada KPP Badan dan Orang Asing berdasarkan
penelitian dilakukan dengan cara membagi secara rata melalui subtim-
subtim yang ada pada Tim One on One Meeting Pelaku Usaha PMSE
sehingga beban kerja para pegawai tidak bertambah secara berlebihan.

Penetapan pemungut PPN PMSE dilakukan melalui proses negosiasi
Tim One on One Meeting di KPP Badan dan Orang Asing dengan pelaku
usaha luar negeri yang akan ditunjuk. Proses negosiasi tidak selalu berjalan
lancar, hal ini karena bukan tugas yang mudah untuk meyakinkan
perusahaan luar negeri berskala global agar mau ditunjuk sebagai pemungut
PPN PMSE. Dibutuhkan tim negosisasi yang handal untuk melakukan hal
tersebut.

Demikian juga dari aspek pengetahuan dan ketrampilan dilakukan
monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pemungutan PPN PMSE juga
dilakukan tidak hanya dalam rangka memastikan kegiatan ini berjalan
sesuai dengan standar dan aturan yang ada tetapi juga membantu para
pegawai apabila menemui kesulitan dalam pelaksanaan pemungutan. Selain
itu, kepada para pegawai yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan
pemungutan PPN PMSE juga diberikan sosialisasi secara berkala serta
dibuatkan forum diskusi dalam meningkatkan ketrampilan dan kemampuan

pegawai.
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B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan kesimpulan
yang sudah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Aspek Pelaksanaan Pemungutan PPN PMSE

Dalam aspek ini pelaksanaan pemungutan PPN PMSE dapat
ditingkatkan dengan membangun database Pemungut PPN PMSE mulai
dari data bahan baku penunjukan Pemungut PPN PMSE hingga data
perubahan data Pemungut PPN PMSE dan pemenuhan kewajiban
perpajakan oleh Wajib Pajak. Koordinasi dan sinergi antar unit dalam proses
penetapan dan pelayanan Wajib Pajak Pemungut PPN PMSE perlu
diperkuat guna memberikan layanan prima kepada Wajib Pajak Pemungut
PPN PMSE. Dengan layanan prima, diharapkan menjadi pendorong Wajib
Pajak memenuhi kewajibannya dengan patuh.

KPP Badan dan Orang Asing juga dapat menerapkan pendekatan
service & client, dimana yang menjadi fokus adalah membangun
kepercayaan terhadap otoritas pajak sehingga tercipta kepatuhan sukarela
(voluntary compliance) yang tidak banyak memerlukan audit. Faktor yang
memengaruhi kepercayaan adalah pengetahuan subjektif, partisipasi, sikap
positif terhadap pajak, norma-norma yang menguntungkan pada tingkat
pribadi, sosial, dan nasional, keadilan yang dirasakan. Memberikan edukasi
terhadap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan
benar akan menjadi strategi yang lebih efektif. Akan tetapi, hal tersebut
bukan berarti kebijakan pajak menjadi longgar, di mana pembayar pajak
dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan tanpa sanksi atas
ketidakpatuhan.

2. Aspek Dampak Pemungutan PPN PMSE

Dampak Pemungutan PPN PMSE sangat besar bagi penerimaan

KPP Badan dan Orang Asing, mengingat hal itu perlu dilakukan

serangkaian upaya untuk memastikan kegiatan pemungutan PPN PMSE
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dilakukan dengan optimal. Guna mendukung kegiatan pengawasan
diperlukan data pihak ketiga untuk dijadikan data pembanding/data penguji
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Pemungut PPN PMSE.
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